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strategi Pengamanan Pengadaan Barang/asa Dan Pemulihan Aset
i Lingkungan PT PLM (Persero leh Kejaksaan Agung Republik Indonesia

roadhshow penerangan hukum bersama dengan PT PLN (Persero),
kali ini diselenggarakan di Aula PT PLN (Persero) Unit Induk
Distribusi (UID) Jawa Timur pada Kamis 10 Oktober 2024.

“Roadshow penerangan hukum ini merupakan bentuk kerja sama
Kejaksaan Agung dengan PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT
PLN,” jelas Harli Siregar Jumat (11/10/2024).

Menghadirkan 3 narasumber yakni dari Badan pemulihan Aset
yaitu Joko Yuhono., S.H., M.H., Koordinator pada Kejaksaan
Tinggi Banten Dr. Asep Kurniawan Cakraputra, S.H. M.H. serta
Kasubdit Cegah Tangkal, Pengawasan Orang Asing, Pengamanan
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Sumber Daya Organisasi Kejaksaan dan Pengamanan Penanganan
Perkara pada Direktorat I Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
Dr. Fahmi, S.H., M.H.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara PLN dan Kejaksaan
Agung RI sebagai kunci utama dalam memperkuat tata kelola
perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG) di
lingkungan PLN dan memastikan bahwa setiap aspek pengadaan
barang jasa dan pengelolaan aset berjalan dengan sesuai
ketentuan aturan hukum yang berlaku.

** Baca Juga: Fahri Hamzah Harap BUMN ke Depan Fokus ke

Pemenuhan Hajat Hidup Rakyat Banyak

Adapun pengadaan barang jasa dan pemulihan aset di PLN
merupakan tata kelola proses krusial yang harus dilakukan
dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta integritas.
Oleh karena itu, dukungan, arahan dan bimbingan dari Kejaksaan
Agung sangat berharga bagi Pejabat Pengambil Keputusan di
lingkungan PLN Grup Wilayah Jawa Timur.

Hal itu dilakukan agar PLN dapat menjalankan tugas tersebut
dengan tepat, sesuai koridor hukum guna menghindari
permasalahan hukum dan mampu mengidentifikasi mitigasi atas
risiko hukum yang akan terjadi.

Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur yang diwakili oleh Koordinator Bidang Intelijen pada
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Budi Santoso, S.H.,M.H., Kepala
Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Dr.
Ismaya Herawardhanie , S.H., M.H, serta perwakilan dari
Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

Kegiatan roadshow penerangan hukum di PT PLN Jawa Timur ini
mengangkat tema "Strategi Pengamanan Barang dan Jasa
Pengelolaan/Pemulihan Aset di Lingkungan BUMN”, yang bertujuan
untuk meningkatan pemahaman dan awareness terhadap mitigasi
risiko hukum seluruh Pejabat Pengambil Keputusan di lingkungan
PT PLN (Persero).(Red)
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Pencurian Handphone
Diselesalikan Jaksa dengan
Keadilan Restoratif

written by Kabar 6 | 11 Oktober 2024
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Kanar6-Kembali jaksa menyelesaikan kasus pencurian dengan
keadilan restoratif. Permohonan penyelesaikan perkara
disetujui Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana.

“Ada 4 tersangka yang diselesaikan memimpin lewat mekanisme
keadilan restoratif,”ujar Harli Siregar, Kapuspenkum Kejagung,
Selasa (9/7/2024).

Dijelaskan Harli, salah satu perkara yang diselesaikan melalui
mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap tersangka Teja
Lesmana Saputra als Teja dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru, yang
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disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

**Baca Juga:Buntut Kasus Narkoba Sri Antika, Ini Sikap DPC PPP
Kota Tangerang

Tersangka Teja Lesmana Saputra als Teja, melakukan pencurian
terhadap mengambil 1 (satu) unit HP merek Vivo V27E warna
silver milik korban Leonardo Sinaga. Kejadian itu dilakukan
tepatnya di Pos security bus Tam Wisata.

Saat ingin melakukan pencurian, tersangka mencolek paha dari
Saksi Korban Leonardo Sinaga yang sedang tertidur di pos
sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada respon. Lalu tersangka
langsung mengambil 1 unit HP merek Vivo V27E warna silver yang
sedang tercas di atas kursi di pos security dan memasukkannya
ke dalam kantong celananya.

Ketika akan keluar dari pool bus tersebut, tangan kiri
tersangka di pegang oleh saksi Ian, yang menanyakan kenapa
tersangka datang ke pos security. Saat itu tersangka
mengatakan ingin menemui abangnya, kemudian Saksi Ian membawa
tersangka ke pos security dan menanyakan kepada Saksi Korban
Leonardo Sinaga apakah tersangka adalah adiknya dan saksi
korban Leonardo Sinaga mengatakan tidak mengenal tersangka

“Tersangka mengakui perbutannya lalu tersangka dan barang
bukti dibawa ke Polsek Tampan guna pemeriksaan lebih
lanjut,”jelas Harli.

Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri
Marcos M.M Simaremare, S.H., M.Hum bersama Kasi Pidum Muhammad
Arief Yunandi, S.H., M.H. serta Jaksa Fasilitator Debby Rita
Afrita, S.H., M.H. dan Wirman Jhoni Laflie, S.H.,
M.H.menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme
restorative justice.

Dalam proses perdamaian, tersangka mengakui dan menyesali
perbuatannya serta meminta maaf kepada korban yang masih dalam
ikatan keluarga tersangka. Setelah itu, korban menerima
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permintaan maaf dari tersangka dan juga meminta agar proses
hukum yang sedang dijalani oleh tersangka dihentikan.

“Dalam perkara ini, korban juga belum mengalami Kkerugian
karena tersangka belum sempat mengambil handphone korban,”kata
Harli.

Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan
Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi
Riau. Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Kepala
Kejaksaan Tinggi Riau Akmal Abbas, S.H., M.H. sependapat untuk
dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan
restoratif.

Selain itu, Jampidum juga menyetujui 3 perkara lain melalui
mekanisme keadilan restoratif, terhadap tersangka:

Tersangka Ryan Andriano Zacharias alias Oyang dari Kejaksaan
Negeri Kota Kupang, yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1)
ke-1 KUHP tentang Pengancaman.

Tersangka Herwan als Iwan bin Saman dari Kejaksaan Negeri
Indragiri Hilir, yang disangka melanggar Kesatu Pasal 378 KUHP
tentang Penipuan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal
372 KUHP tentang Penggelapan.

Tersangka Okto Sufryanto alias Aliang alias Bantong anak dari
Yaman dari Kejaksaan Negeri Dumai, yang disangka melanggar
Kesatu Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

“Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan
restoratif ini diberikan antara lain, telah dilaksanakan
proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan
korban sudah memberikan permohonan maaf; tersangka belum
pernah dihukum; tersangka baru pertama kali melakukan
perbuatan pidana;” tandas Harli.

Selanjutnya, Jampidum memerintahkan kepada Para Kepala



Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian
Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesual
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan
Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 0O1/E/EJP/02/2022 tanggal 10
Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian
hukum. (Red)

Kembali 21 Pencuri, Penadah,
dan Penganiaya Dibebaskan
Jaksa Lewat Keadilan
Reatoratif

Kabar6-Kejaksaan Agung membebaskan 21 orang tersangka
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pecurian, pendah, penggelapan, dan penganiaya lewat keadilan
reatoratif.

“Kamis 13 Juni 2024, Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana
memimpin ekspose dalam rangka menyetujui 21 dari 22 permohonan
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif,”Harli
Siregar, Kapuspenkum Kejagung, Rabu (12/6/2024).

Menurut Harli, alasan pemberian penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif ini meliputi, telah
dilaksanakan proses perdamaian, belum pernah dihukum dan baru
pertama kali melakukan, perdamaian dilakukan secara sukarela,
dan pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun.

**Baca Juga:Bawaslu-Kejari OKU Selatan Ingatkan ASN dan Kepala
Desa Tidak Berpolitik Praktis

“Kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat
Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2),"”tandas Harli.

Sementara berkas perkara atas nama tersangka Sri Windiarti als
Windi binti Mufrodi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang
disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau 372
KUHP tentang Penggelapan, tidak dikabulkan Permohonan
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hal ini dikarenakan perbuatan atau tindak pidana yang telah
dilakukan oleh Tersangka, bertentangan dengan nilai-nilail
dasar sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-
Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang
Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Berikut Daftarnya:
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Tersangka Rinaldi Timba alias Badi dari Kejaksaan Negeri
Donggala, yang disangka melanggar Pasal 362 tentang Pencurian.

Tersangka Ruslan alias Papa Riri dari Cabang Kejaksaan Negeri
Parigi Moutong di Tinombo, yang disangka melanggar Pasal 76C
jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang — Undang RI Nomor 35 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang — Undang RI Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Tersangka I Kadek Sudiarta dari Kejaksaan Negeri Karangasem,
yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Tersangka Muhammad Zeyni Bakri als Izai bin Rahmani dari
Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, yang disangka melanggar
Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.

Tersangka Abdul Hadi bin Rusliansyah dari Kejaksaan Negeri
Kabupaten Banjar, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP
tentang Penadahan.

Tersangka Andre Saputra alias Andre alias Aan bin Umar Husin
dari Kejaksaan Negeri Pontianak, yang disangka melanggar Pasal
480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.

Tersangka Ahmad Rezi bin Erman Arif dari Cabang Kejaksaan
Negeri Sanggau di Entikong, yang disangka melanggar Pasal 362
KUHP tentang Pencurian.

Tersangka ZUSFI MAULIDAN alias Opi bin EFFENDI (Alm.) dari
Kejaksaan Negeri Singkawang, yang disangka melanggar Pasal 44
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasaan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP
tentang Penganiayaan.

Tersangka Laode Yadi alias Yadi bin Laode Polio dari Kejaksaan
Negeri Singkawang, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasaan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP
tentang Penganiayaan.



Tersangka Sarozawato Zandroto alias Ama Stefi dari Kejaksaan
Negeri Nias Selatan, yang disangka melanggar Primair Pasal 351
Ayat (2) KUHP Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang
Penganiayaan.

Tersangka Ririn Maysarah Permata als Ririn binti H. Ali Amran
dari Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, yang disangka melanggar
Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka Julina als Juli binti Alm Satujim dari Kejaksaan
Negeri Aceh Tenggara, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat
(1) KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka Husaini bin Kasim dari Kejaksaan Negeri Bireuen,
yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang
Penganiayaan.

Tersangka Yuslaini M. Yusuf binti M. Yusuf dari Kejaksaan
Negeri Bireuen, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1)
KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka I Hardiansyah als Hardi bin Aspar dan Tersangka II
Moh. Mahrif als Mahrif bin Ahyar dari Kejaksaan Negeri
Nunukan, yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP
tentang Pencurian dengan Pemberatan.

Tersangka Jukdin als Nurdin bin Congge (Alm) dari Kejaksaan
Negeri Penajam Paser Utara, yang disangka melanggar Pasal 335
KUHP Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Perbuatan tidak Menyenangkan.

Tersangka Abdi Tunggal Putra alias Bobi bin Hasby Hasan dari
Kejaksaan Negeri Bulungan, yang disangka melanggar Pasal 351
Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka Rama Apriadi dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah,
yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang
Penganiayaan.

Tersangka Didi Karuniawan als Didi Ak Syarafuddin dari
Kejaksaan Negeri Sumbawa, yang disangka melanggar Pasal 374



KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan jo. Pasal 64 Ayat (1)
KUHP atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan jo. Pasal 64 Ayat

(1).

Tersangka I Sofyan Djubair alias Sofyan dan Tersangka II Arman
Bilondatau alias Arman dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo,
yang disangka melanggar Kesatu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal
372 KUHP tentang Penggelapan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Tersangka Fransiskus Xaverius Ola dari Kejaksaan Negeri
Lembata, yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (3) atau Ayat
(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. (red)



